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Pendahuluan

Salah  satu  masalah  penting  dan  menarik  di  era  reformasi  adalah  maraknya

keterlibatan  para  elit  agama   dalam proses  politik.   Era  reformasi  memberi  kesempatan

kepada semua pihak, termasuk elit agama ( dalam Islam disebut ulama atau kiai3 )  untuk

terjun dalam dunia politik praktis. Tulisan ini akan fokus pada penjelasan kiprah politik kiai

di era reformasi. Kiai yang dulu hanya dimanfaatkan sebagai pendulang massa dan pembaca

doa oleh politisi pada waktu kampanye, sekarang tidak lagi berada di belakang panggung,

tapi  maju ke depan panggung.  Kiai  tidak lagi  sekedar  menjadi  makelar  budaya (cultural

broker),  akan  tetapi  menjadi  pemain  politik  (political  player)  dalam  pemilu  legislatif,

presiden maupun pemilihan kepala daerah. Beberapa kiai bahkan ada yang  terpilih menjadi

pemimpin politik (political leader). 

Beberapa  kiai  yang  menjadi  pemimpin  partai  politik  antara  lain,  K.H.  Syukron

Makmun, ulama NU yang aktif dalam organisasi  dakwah  ittihadul muballighin di  Lasem,

Rembang, Jawa Tengah. Beliau mendirikan PNU (Partai Nahdlatul Ummah). PNU mendapat

dukungan dari K.H. Idham Chalid, mantan ketua umum PBNU dan K.H. Sahal Mahfudz,

Syuriah PBNU.  Sedangkan  K.H. Yusuf Hasyim (paman Gus Dur) mendirikan PKU (Partai

Kebangkitan Ummat) dan mendapat dukungan dari K.H. Shalahuddin Wahid (adik kandung

Gus Dur). Sementara itu, K.H. Abdurrahman Wahid (lebih dikenal dengan nama Gus Dur),

adalah kiai pertama yang berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Adapun kiai yang
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Indonesia. Terminologi kiai dalam arti cerdik pandai dalam agama Islam telah menjadi terminologi 
sosiologis-religius yang mengakar kuat dalam kultur masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan
Jawa timur. Di daerah lain di Indonesia, ada beberapa sebutan yang secara substansial maknanya sama
dengan kiai. Di Jawa Barat ada sebutan Ajengan, di Aceh ada sebutan Teungku Dayah, di 
Minangkabau ada sebutan Buya, dan di Nusa Tenggara Barat ada sebutan Tuan Guru.



dicalonkan  sebagai  wakil  presiden  adalah  K.H.  Hasyim  Muzadi  dan  K.H.  Shalahuddin

Wahid. Selain beberapa kiai tersebut, masih banyak kiai-kiai lain yang menjadi calon anggota

legislatif, baik tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun pusat serta calon kepala daerah atau

wakil  kepala  daerah.  Fuad  Amin  adalah  kiai  yang  berhasil  menjadi  bupati  kabupaten

Bnagkalan Madura. Sementara itu, Tuan Guru Bajang H.M. Zaenul Majdi berhasil terpilih

menjadi  Gubernur  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB).  Secara  khusus,  tulisan  ini  bermaksud

menjelaskan faktor-faktor  apa yang menjadi pendorong terbukanya peluang kiprah politik

kiai di era reformasi, perspektif tentang kiprah politik kiai  dan bagaimana tantangan kiprah

politik kiai di era reformasi. Studi ini menjadi penting karena kiprah politik kiai tidak hanya

akan berdampak pada citra diri mereka sendiri, tetapi juga pada citra partai, umat dan agama. 

Faktor Pendorong Kiprah Politik Kiai

Sebagai aktor yang mempunyai kharisma dan basis massa,  maka kiai memiliki peran

yang sangat strategis jika menjadi pemain politik. Ada lima hal yang menjadi faktor utama

pendorong kehadiran kiai di pentas politik,4 yaitu : Pertama, kurangnya kepercayaan diri para

politisi sipil akan kemampuan (diri dan partai/mesin politik) untuk mengolah dan menjadikan

dirinya  sebagai  pemimpin  publik.  Minimnya  politisinya  yang  mempunyai  basis  massa

membuat  kiai  yang diposisikan memiliki  “umat” dijadikan penyangga kekuasaan.  Kedua,

rapuhnya  jaminan  kekuasaan  di  tingkat  konstitusi  karena  tidak  ada  partai  politik  yang

menjadi pemenang mayoritas di parlemen (DPR/MPR). Kekuasaan partai politik yang rapuh

terbantu  oleh  hadirnya  kiai  yang  kharismatik  dan  mempunyai  massa  solid.  Ketiga,

menguatnya kontrol parlemen dan ekstraparlemen karena berkembangnya pendidikan politik

di  masyarakat.  Tingkat  melek  politik  rakyat  juga  ditopang  dengan  kemajuan  teknologi

informasi, khususnya perkembangan media sosial yang memungkinkan adanya kontrol dan

kritik  terhadap  kinerja  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif  selama  dua  puluh  empat  jam.

Keempat, minimnya kekuasaan dan dukungan partisipan bagi para calon legislator, kepala

daerah/  wakil atau  calon presiden/wakil presiden sebagai konsekuensi sistem multi partai.

Kekuasaan  presiden  yang  lemah  di  tingkat  parlementariat  akan  ditopang  oleh  kekuatan

ekstraparlemen yaitu organisasi masyarakat (ormas) tempat bernaung para kiai sebagai partai

politik bayangan yang mempunyai massa real, solid dan fanatik.  Kelima, adanya keyakinan

dari  kiai  bahwa  dengan  berpolitik  memudahkan  mereka  memperjuangkan  idealitas  dan

4 Komaruddin Hidayat dan M.Yudie Haryono, Manuver Politik Ulama : Tafsir Kepemimpinan Islam 
dan Dialektika Ulama-Negara, (Yogyakarta : Jalasutra, 2004), hal. 39 



moralitas. Jabatan publik adalah sarana efektif dan efisien untuk memperbaiki kondisi bangsa

menuju cita-cita kemerdekaan.                                                                                    

Massifnya partisipasi politik kiai didorong adanya keterbukaan politik era reformasi.

Undang-Undang Parpol, pemilu dan pilkada pasca Orba memberi kesempatan kepada semua

elemen bangsa untuk berperan  secara  aktif  dalam politik,  yaitu  memiliki  hak dipilih  dan

memilih. Kesempatan tersebut dimanfaatkan semua pihak -termasuk kiai- setelah sebelumnya

hidup dalam sistem politik era Orde Baru yang membatasi atau tidak memberi kesempatan

semua pihak melakukan partisipasi  politik  secara real.   Perbedaan antara Orde  Baru dan

Reformasi dapat dilihat dari aktor politik, modal politik, sikap/partisipasi politik, motif dan

pesan  politik,  serta  komunikasi  dan  alat  kontrol  politik.  Aktor  politik  era  Orde  Baru

didominasi oleh aparatur negara, elit Golongan Karya dan militer, sementara era reformasi

memberi kesempatan kepada kiai, artis, guru, pebisnis dan semua pihak menjadi aktor politik.

Dilhat dari sikap dan partipasi politik terjadi perbedaan mencolok antara era Orde Baru dan

reformasi. Sikap politik era Orba dibangun atas prinsip keterpaksaan dan ancaman, sehingga

monoton,  semu,  penuh  tipu  dan  kepura-puraan,  sandiwara  serta  kebohongan  publik.

Sementara sikap dan partisipsi politik  era reformasi sangat beragam, penuh kompetisi dan

berbiaya  tinggi  alias  mahal.  Secara  ringkas,  perbedaan tersebut  dapat  dilihat  dalam tabel

berikut ini :

Tabel 1
Perbedaan Orde Baru dan Reformasi5

Pembeda Orde Baru Orde Reformasi
Aktor Politik Aparatur negara, ABRI (militer) , 

milisi, famili dan koneksitas 
geneologis dan biologis 

Pemuka  agama  (kiai,  ustadz),  guru,
pengusaha dan profesi lain 

Modal Politik Koneksitas  politik,  kedekatan  dengan
keluarga Cendana, KKN

Massa, kompetensi, dana, kharisma

Sikap/Partisipasi
Politik

Tunggal, monoton, kesadaran semu, 
hasil mobilisasi dan memerlukan dan 
tapi tidak terlalu besar

Beragam, kompetitif, kesadaran politik,
hasil mobilisasi dan mahal

Motif Politik Aman, Tenteram, Statis, Seragam dan 
Tunggal

Dinamis, Partisipatif, Beragam, 
Popularitas

Pesan Politik Tunggal, satu arah, eufimisme dan 
tidak berpihak kepada rakyat

Beragam, multiarah, terang, vulgar dan 
berslogan pro rakyat

Komunikasi
Politik

Didominasi pejabat pemerintah, 
militer, satu arah (hanya dari 
pemerintah)

Menyebar ke seluruh elemen 
masyarakat, LSM, Kampus, Pesantren 
dan dua arah (pemerintah dan 
masyarakat)

Alat Kontrol Sentralisasi oleh pemerintah melalui Desentralisasi (umat, partai, ormas) dan

5 Terinspirasi dari Komaruddin Hidayat, Ibid,hal. 52



Politik aturan yang represif (Departemen 
Penerangan dan militer)

peraturan yang relatif partisipatif

Antara Pemikiran Substantif dan Formalistik

Dibanding  dengan  agama  lain,  relasi  Islam dan  politik  lebih  problematik.  Dalam

agama selain  Islam,  relasi  agama dan politik  sudah  jelas  terpisah.  Agama adalah  urusan

privat, sementara politik adalah ranah publik.  Konsekuensinya, elit agama selain Islam tidak

akan  terjun  dalam politik  praktis,  menjadi  pemain  atau  pemimpin  politik.  Mereka  tetap

menjadi penjaga moral - meski bukan berarti apriori terhadap politik - tetapi menjaga jarak

atau mengambil posisi di luar. 

 Sementara itu, dalam Islam setidaknya ada dua varian pemikiran tentang relasi agama

dan politik, yaitu substantif  dan formalis. Pemikiran substantif  beranggapan bahwa antara

Islam dan politik itu terpisah. Pemikiran ini melahirkan sikap antipati politik6 terkait dengan

keterlibatan elit agama dalam politik. Habitus, fungsi dan tugas antara kiai dan politisi itu

berbeda.  Habitus  kiai  adalah  nilai-nilai  pesantren,  yaitu  nilai-nilai  religius,  seperti  sabar,

tawakal,  ikhlas  dan sederhana,  sementara dunia  politik  identik nilai  pragmatis,  oportunis,

pamrih dan gaya hidup mewah. Perilaku politik seseorang sangat ditentukan  oleh habitus

mereka masing-masing.7

 Dunia kiai adalah agama yang sakral dan dogmatis, sementara dunia politik politik

adalah  profan  yang  menuntut  rasionalisasi  dan  sekulerisasi.  Ranah  gerakan  kiai  adalah

6 Antipati mempunyai dua arti, Pertama, penolakan atau perasaan tidak suka yang kuat. Kedua, 
perasaan menentang objek tertentu yang bersifat personal dan abstrak. Lihat Tim Penyusun Kamus 
Besar Bahsa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Cetakan 
Ketiga, hal. 43 

7 Habitus adalah watak (disposisi) yang dimiliki oleh individu (dalam hal ini kiai khos) untuk 
memberikan persepsi dan respon dengan cara tertentu terhadap lingkungan sekitarnya. Disposisi ini 
bersifat sosial karena merupakan kemampuan yang ditanamkan oleh lingkungan asal dari individu 
yang bersangkutan. Ditanamkan ke dalam indivu tersebut sejak kecil di lingkungan keluarga maupun 
lingkungan sosial yang lain (pesantren). Akan tetapi, karena proses penanaman  disposisi ini 
berlangsung lama, terus menerus, dan alamiah, maka beroperasi pada individu secara spontan dan 
instinktif.  Karena merupakan hasil proses sosial, maka habitus itu dimungkinkan secara struktur atau 
terstrukturkan. Akan tetapi karena telah tertanam begitu kuat dan dalam, bersifat spontan dan 
instinktif, habitus tersebut menyatu dengan subjek dan menjadi kekuatan yang menstrukturkan. Selain
itu, habitus itupun tidak sepenuhnya harus patuh pada struktur, melainkan dapat mengalami 
modifikasi atau fleksibilitas sesuai dengan tuntutan yang dihadapi oleh situasi dan kondisi aktual yang
dihadapi pemiliknya. Lihat Faruk, Ibid, hal. xxv-xxvii 



kultural  yang berorientasi  sosial  kemasyarakatan,  sedangkan ranah gerakan politisi  adalah

politik yang berorientasi kekuasaan. Keterlibatan kiai dalam politik hanya akan berdampak

negatif baik bagi kiai sendiri, umat maupun bagi agama. Kiai akan mengalami delegitimasi

peran,  fungsi dan moral.  Umat,  terutama santri  akan terlantar karena tidak ada lagi yang

mengajari dan membimbing mereka. Pesantren dan madrasah tidak akan berkembang karena

sang kiai sibuk dengan urusan politik. Hadirnya kiai dalam politik juga akan menyuburkan

fenomena  politisasi  agama,  yaitu  penggunaan  simbol-simbol  agama  untuk  kepentingan

politik jangka pendek yang bersifat duniawi dan materi. Dengan demikian, kiai harus kembali

ke habitatnya ke pesantren sebagai guru yang mendidik umat dengan agama dan keteladanan.

Politik biarlah menjadi habitat politisi yang profesional. Tugas kiai adalah menjaga moral

politik, jika terjadi penyimpangan dan pembusukan. Kiai harus mengawasi, mengingatkan,

dan menegur politisi jika salah arah tanpa harus terjun ke dunia politik. Politik kiai adalah

politik moral dan kebangsaan bukan politik praktis dan pragmatis.     

 Kelemahan  pemikran  substantif  sekaligus  sikap  antipati  politik  ini  adalah

bertentangan dengan hakekat fakta dan sejarah Islam yang tidak membedakan agama dan

politik.  Pernyataan  bahwa  keterlibatan  kiai  dalam  politik  pasti  berakibat  negatif  juga

problematik,  mengingat  ada  kiai  politisi  yang tetap  bersih  dan idealis  berkomitmen pada

moral. Nabi, para sahabat dan para kiai baik di kalangan NU maupun organisasi Islam lain

yang menjadi founding fathers negeri ini menjadi bukti masih ada kiai politisi yang bersih

Adapun varian pemikiran kedua adalah formalistik. Berbeda dengan aliran pertama,

aliran  kedua  ini  berpendapat  bahwa  Islam   dan  politik  tidak  terpisah.  Pemikiran  ini

melahirkan  sikap  simpati  politik8 terkait  dengan  keterlibatan  elit  agama  dalam  politik.

Menurut aliran ini, politik adalah bagian dari agama. Muhammad SAW bukan sekedar nabi,

tetapi juga sekaligus politisi. Sejarah mencatat bahwa Muhammad SAW dalam kurun waktu

singkat  selama  23  tahun  tidak  hanya  berhasil  melakukan  revolusi  moral  melalui  karir

kenabian, melainkan juga revolusi sosial dan politik melalui pembentukan sistem masyarakat

dan  politik  di  Madinah.  Sebagai  politisi,  Muhammad  SAW telah  membangun  “kontrak

politik” yang dikenal dengan “Mitsaq al-Madinah” atau Piagam Madinah antara umat Islam

dan  kelompok sosial  lain  di  Madinah.  Piagam tersebut  adalah  “watsiqah  siyasiyah”  atau

dokumen  politik  yang  menjamin  kebebasan  beragama,  berpendapat,  perlindungan  atas

8 Sementara itu, simpati bermakna rasa suka, rasa kasih atau rasa setuju kepada. Lihat, Tim Penyusun
Kamus Bahasa Indonesia, Ibid, hal. 841



negara, hak hidup,hak milik, dan pelarangan kejahatan.9  Meskipun tidak sebagai nabi, akan

tetapi kepemimpinan khalifah pasca nabi adalah kepemimpinan agama sekaligus politik.   

Berkaitan dengan itu, K.H. Abdullah Faqih mengatakan :

“Sebenarnya, sebagai pewaris para nabi (waratsatul anbiya), keterlibatan kiai
dalam dunia politik merupakan sebuah keharusan. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad
SAW dari Makkah ke Madinah, selain dipahami sebagai peristiwa keagamaan, juga
merupakan peristiwa politik dalam rangka membangun masyarakat dan pemerintah
kota  Madinah  yang  damai,  tenteram,  tenang,  adil  dan  makmur.  Peran  Nabi
Muhammad SAW waktu itu, selain menjalankan tugas mengajar (ta’lim) para sahabat,
sewaktu-waktu beliau terjun ke medan laga untuk memimpin pasukan Islam dalam
rangka  menumpas  musuh-musuhnya.  Peran  kiai  hendaknya  juga  demikian.  Selain
menjalankan tugas mengajar (ta’lim) santri-santrinya, suatu saat para kiai harus ikut
membantu urusan negara (politik) sesuai dengan kemampuan masing-masing. 

Jika  para  kiai  hanya  mengurusi  pesantrennya  dan  tidak  tahu-menahu  soal
urusan negara (politik),  pada akhirnya pemerintah dikuasai orang-orang yang anti-
Islam,  antipesantren,  dan  anti-ajaran  ahlusunnah  waljamaah.  Siapa  yang  harus
menanggung akibatnya? Jadi, sebenarnya keterlibatan kiai dalam politik itu bertujuan
menyelamatkan peran kiai itu sendiri.” 10

Perspektif  kedua ini  memberi penjelasan tentang landasan syar’i  penyatuan agama

dan politik. Dalam pandangan perspektif ini, nabi, para sahabat dan ulama memberi teladan

bahwa politik adalah dalam rangka menegakkan  amar ma’ruf nahi munkar.  Teladan yang

diberikan nabi, para sahabat dan ulama memang bisa menjadi inspirasi dan ilham bagaimana

berpolitik di era global ini, akan tetapi tentu bukan berarti berfungsi sebagai “juklak” dan

“juknis” yang harus diterapkan 100% tanpa ada perubahan, mengingat ada perbedaan konteks

sosial, politik, dan sejarah. Perspektif kedua ini belum mampu memberi penjelasan tentang

fenomena  kiai  politisi  yang  korup,  pragmatis  dan  melakukan  politisasi  agama  untuk

kepentingan duniawi. Inilah kelemahan perspektif kedua.

Tantangan Kiprah Politik Elit Agama di Era Reformasi

Elit agama sudah terlanjur identik dengan pembawa pesan moral. Oleh karena itu, jika

kiai mampu menjalankan peran politik yang sangat strategis tersebut dengan baik, maka akan

terjadi pencerahan politik. Agama mewarnai politik, agama menuntun politik. Kiprah politik

mereka menjadi pembeda antara politisi baik dan politisi busuk. Akan tetapi jika yang terjadi

9 Muhammad Husein Haikal, Hayat Muhammad dalam Ulil Absar- Abdalla, Muhammad : Nabi dan 
Politikus, Media Indonesia, 4 Mei 2005. Lihat juga http://islamlib.com, 4 Mei 2005

10 K.H. Abdullah Fqih adalah pimpinan pondok pesantren Langitan Tuban 
sekaligus pemimpiin kiai khos. Tausiah disampaikan alam pengajian massa PKNU

http://islamlib.com/


sebaliknya, maka akan muncul krisis legitimasi (legitimation crisis), yakni himbauan moral

mereka  tidak  lagi  didengar  publik  karena  mereka  sendiri  menjadi  pelanggar  moral.

Kepentingan  politik  mengkooptasi  agama.  Terjadilah  apa  yang  disebut  dengan  fenomena

politisasi  agama.  Elit  agama  terperangkap  dalam  budaya  “politik  kebun  binatang”  yang

menjadikan politik hanya sebagai arena mengejar dan memenuhi syahwat kekuasaan. 

Dengan  kata  lain,  perspektif  kedua  ini  belum  memberi  penjelasan  indikator

keberhasilan politik kiai agar kontributif dan solutif. Bertolak dari hal ini, menjadi penting

perumusan  perspektif  baru  terkait  keterlibatan  kiai  dalam  politik  yang  sesuai  dengan

tantangan saat  ini,  khususnya indikator  keberhasilannya,  agar  politik  kiai  memberi  kontri

busi dan solusi. 
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